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ABSTRAK

E-Litigasi merupakan mekanisme peradilan berbasis teknologi yang
disediakan oleh negara untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat,
dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, pelaksanaan e-Litigasi seringkali
menghadapi berbagai dinamika, khususnya terjadinya kesenjangan antara tingginya
angka pendaftaran perkara melalui e-Court dengan jumlah perkara yang berhasil
dilanjutkan hingga tahap persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bantul pada
tahun 2024. Padahal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2022, perkara yang didaftarkan secara elektronik pada prinsipnya harus
disidangkan secara elektronik pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelesaian perkara
melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024, mengidentifikasi
faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hambatan di lapangan, serta mengkaji
tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam
yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan
hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bantul, sedangkan data sekunder
diperoleh melalui studi dokumen laporan perkara, analisis peraturan perundang-
undangan, dan literatur kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian perkara melalui
e-Litigasi sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun belum
berjalan optimal sepenuhnya, di mana hambatan yang muncul tidak sekadar
disebabkan oleh masa transisi kebijakan pengadilan atau kendala teknis sistem,
melainkan sangat didominasi oleh faktor ketidaksiapan budaya hukum (legal
culture) masyarakat. Keengganan mengoptimalkan e-Litigasi tersebut didasarkan
pada rendahnya literasi digital serta preferensi sosial yang masih memegang teguh
kebiasaan lama. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dinamika praktik ini
menunjukkan bahwa masyarakat pencari’ keadilan“belum sepenuhnya adaptif
terhadap. digitalisasi karena masih memandang persidangan konvensional (tatap
muka) sebagai proses yang lebih sah, meyakinkan, dan mencerminkan keadilan
secara langsung. Dengan- demikian, dinamika dalam praktik e-Litigasi ini
dipandang sebagai- bentuk resistensi ‘budaya hukum masyarakat, di mana
transformasi digital peradilan ternyata tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur,
tetapi juga proses adaptasi sosial dari penggunanya.

Kata Kunci: E-Litigasi, E-Court, Sosiologi Hukum Islam, Budaya Hukum,
Pengadilan Agama Bantul, Tahun 2024.



ABSTRACT

E-Litigation is a technology-based judicial mechanism provided by the state
to realize a simple, fast, and low-cost judicial process. In practice, the
implementation of E-Litigation often faces various dynamics, specifically the
occurrence of a gap between the high number of case registrations through E-Court
and the number of cases successfully continued to the electronic trial stage at the
Bantul Religious Court in 2024. In fact, based on Supreme Court Regulation
Number 7 of 2022, cases registered electronically should, in principle, be tried
electronically as well.

This study aims to analyze the practice of case resolution through E-
Litigation at the Bantul Religious Court in 2024, identify the factors influencing the
implementation dynamics and obstacles in the field, and examine the Islamic legal
sociology review of this practice. This type of research is field research with an
Islamic legal sociology approach that is descriptive-analytical. Primary data were
obtained through interviews with judges and clerks at the Bantul Religious Court,
while secondary data were obtained through case report document studies, analysis
of laws and regulations, and library literature.

The results of the study show that the practice of resolving cases through e-
Litigation has increased from the previous vyear, although it has not yet run
optimally, where the obstacles that arise are not only caused by the transition
period of court policies or technical system constraints, but are largely dominated
by the factor of the unpreparedness of the legal culture of the community. The
reluctance to fully utilize E-Litigation is based on low digital literacy and social
preferences that still adhere to old habits. The Islamic legal sociology review of
these implementation dynamics indicates that justice seekers are not yet fully
adaptive to digitalization because they still perceive conventional trials (face-to-
face) as a more valid, convincing process that reflects justice directly. Thus, the
dynamics in the practice of E-Litigation are seen as a form of legal culture
resistance, wherethe digital transformation of the judiciary turns out to require not
only infrastructure readinesssbutialso a process of social adaptation from its users.

Keywords: E-Litigation, E-Court, Islamic Legal Sociology, Legal Culture, Bantul
Religious Courty; 2024.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa

yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan dari

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya adalah

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o B Ba’ 1 —B o Be
< Ta’ || —T | Te
< Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
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Zal Z zet (dengan titik di atas)

Ra’ R Er
Zai Z zet
Sin S Es
Syin Sy es dan ye
Sad S es (dengan titik di bawah)
Dad D de (dngan titik di bawah)
Ta’ T te (dengan titik di bawah)
za’ Z zet (dengan titik di bawah)
‘Ayn 11 ¥ koma terbalik di atas
Gayn G Fe
Fa’ 3 Ef
a Qaf Q Qi
Kaf K Ka
Lam L El
Mim M Em




o Nun N En
3 Waw W We
5 Ha’ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
S Ya > Ye

B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

333 & | Ditulis muta addidah
\
b Ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis_/
58 Ditulis Hikmah
e Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan .

AP EPHES Ditulis karamah al-auliya

3. Bila fa’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau

Sk Cal 188 Ditulis zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + Alif ANES Ditulis a: jahiliyah
Fathah + ya’ mati < Ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati m R Ditulis i: karim

Xi



Dammah + wawu PYsB" Ditulis U: furud
o=
mati
F. Vokal Rangkap
Fathah ya mati iy Ditulis ai: “bainakum”
) é
|
Fathah wawu mati Js Ditulis au: “qaul’
|

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

Ao il | Ditulis a’antum
o B | Ditulis w'iddat
Sac,dag il Ditulis la’in syakartum
|
H. Kata Sandang Alif-Lam
1. Bila ditkuti huruf Qamariyyah
O15G Ditulis al-qur’an
O ) Ditulis al-giyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya.
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2 Ll Ditulis as-sama’

Crop A Ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

. .. | Ditulis Zawi al-Furud
im0 Al G 53
L Ditulis Ahl as-Sunnah
3 oaall Jal

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur’an, hadis, shalat,

zakat, mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan

oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.

C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad

Syukri Soleh.
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daa g Al Ao g Cbea yal) g o lei¥) Gyl o aSkad) g 35all g Caallad Gy i daad)
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya di
bidang hukum. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara
masyarakat berinteraksi, tetapi juga berdampak pada lembaga negara,
khususnya lembaga peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Inovasi berbasis teknologi diharapkan mampu menghadirkan sistem yang

lebih efisien, transparan, dan akuntabel.’

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan
hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Namun,
dalam praktiknya lembaga peradilan di Indonesia memiliki beberapa
hambatan, “seperti.'proses | sidang | yang | _panjang, biaya tinggi, dan
keterbatasan ‘masyarakat dalam mengakses layanan peradilan, sehingga
berdampak “pada “lambatnya ‘proses penegakan' hukum dan menurunnya

kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

! Tamaulina Br Sembiring dkk., “Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum
dalam Masyarakat,” Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.3
(2024), hlm. 273.

2 Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum
Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian,” Jurnal Rechts Vinding:
Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No. 1 (2017), hlm. 71.



Mahkamah Agung RI mengatasi hambatan tersebut dengan
meluncurkan sistem peradilan elektronik e-Court dan e-Litigation melalui
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang
selanjutnya disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
Pembaharuan ini meliputi pendaftaran perkara secara -elektronik,
pembayaran biaya perkara secara daring, pemanggilan elektronik, serta
persidangan elektronik.? Kehadiran sidang elektronik atau e-Litigation
diharapkan mampu mendukung asas peradilan yang diatur dalam Pasal 2
ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan.* Melalui sidang elektronik, para pihak tidak perlu hadir secara fisik
di pengadilan, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi, mempercepat
waktu proses, serta memberikan fleksibilitas bagi para pihak yang

berperkara.

Dalam praktik di lapangan, sidang elektronik tidak selalu berjalan
sesuai harapan. Berbagai kendala pun hadir, mulai dari kendala teknis
seperti jaringan internet yang kurang bagus, keterbatasan sarana dan
prasarana, hingga kendala nonteknis seperti rendahnya literasi digital pthak

berperkara maupun aparat pengadilan. > Pengadilan Agama Bantul

3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

4 Erie Hariyanto dan Sundusiyah Sundusiyah, “Implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan
Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan,” Arena Hukum, Vol.15, No. 3 (2022),
hlm. 471-98.

5 Ahmad Asrofi, "Proses Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di
Pengadilan Agama Semarang,"” skripsi Universitas Islam Sultan Agung (2023).



merupakan salah satu lembaga peradilan yang cukup aktif menggunakan
layanan e-Court, pendaftaran perkara secara elektronik menyentuh angka
ratusan bahkan ribuan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul.
Selain itu, kondisi masyarakat Bantul yang memiliki latar belakang sosial,
pendidikan, dan tingkat literasi digital yang beragam menjadikan
pengadilan ini menarik untuk diteliti, khususnya dalam melihat bagaimana
masyarakat pencari keadilan menerima dan memanfaatkan persidangan

elektronik dalam praktik.°

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, Pengadilan Agama Bantul
menerima sebanyak 1.835 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.174 perkara atau
sekitar 63,97% didaftarkan melalui layanan e-Court. Dari perkara yang
masuk melalui e-Court, sebanyak 902 perkara atau 76,68% berhasil
dilaksanakan dengan mekanisme sidang elektronik (e-Litigasi).” Angka ini
menunjukkan bahwa penggunaan layanan peradilan elektronik sudah cukup
dominan _dan _berkembang  dibandingkan dengan tahun-tahun awal
penerapannya. Namun demikian, pencapaian ini sekaligus membuka ruang
kajian, karenawalaupun perkara yang sampai ke tahap sidang elektronik (e-
Litigasi) cukup tinggi, masih ada sebagian perkara yang belum sampai ke

tahap sidang elektronik (e-Litigasi). Hal ini menandakan adanya dinamika

6 Aldi Ardianto, "Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020", Skripsi Universitas Islam
Indonesia (2021).

7 “Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan = 2024.pdf,”  Google  Docs,
https://drive.google.com/file/d/150wCTS5SHhCcatMJskV gktQdDwMbyk 7mb/view?usp
=embed_facebook, diakses 26 September 2025.



dalam praktiknya. Yang dimaksud dinamika praktik dalam penelitian ini
adalah adanya kesenjangan antara jumlah perkara yang didaftarkan melalui
e-Court dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mekanisme persidangan elektronik (e-Litigasi). Fenomena dinamika ini
menunjukkan bahwa meskipun mekanisme administratif melalui e-Court
cukup tinggi, tidak semua pihak berhasil atau bersedia melanjutkan

penyelesaian perkara ke tahap sidang elektronik.

Fenome ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme administratif
melalui e-Court cukup tinggi, tidak semua pihak berhasil atau bersedia
melanjutkan penyelesaian perkara ke tahap sidang elektronik (e-Litigasi).
Jarak angka tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara
angka pendaftaran dan angka penyelesaian, sehingga tujuan reformasi
peradilan berbasis teknologi yang scharusnya mengoptimalkan efisiensi
proses hingga putusan akhir belum sepenuhnya tercapai. Data di atas
menunjukkan _bahwa_sebagian. besar pihak memasuki sistem peradilan
melalui teknologi, namun tidak semuanya menyelesaikan perkara dengan
mekanisme yang sama: Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya faktor
nonteknis, seperti perilaku hukum dan budaya hukum masyarakat pencari
keadilan, persepsi terhadap keabsahan persidangan elektronik,
ketidaknyamanan dengan media digital, serta preferensi terhadap sidang

tatap muka yang lebih konvensional.

Dalam perspektif  sosiologi hukum Islam, hal-hal tersebut

merupakan variabel penting yang memengaruhi penerimaan dan



penggunaan teknologi hukum, termasuk resistensi terhadap perubahan
sistem. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum
Islam terhadap Praktik Penyelesaian Perkara Melalui E-Litigasi di
Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024” menjadi penting dan relevan,
selain mengidentifikasi praktik pemanfaatan, tetapi juga menempatkan
fenomena tersebut dalam konteks budaya hukum masyarakat dan praktik

peradilan yang lebih luas.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian perkara melalui mekanisme e-

Litigasi di Pengadilan Agama Bantul?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika dan hambatan

dalam penyelesaian perkara melaluije:Litigasi pada tahun 2024?

3...Bagaimana' tinjauan - sosiologi hukum" Islam' terhadap faktor
hambatan dalam praktik penyelesaian perkara melalui e-Litigasi di

Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024 tersebut?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan di atas,

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penyelesaian
perkara melalui mekanisme e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul

pada tahun 2024.

b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi dinamika serta hambatan dalam praktik penyelesaian
perkara melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun

2024.

c. Untuk menguraikan dan menafsirkan praktik e-Litigasi tersebut
melalui perspektif sosiologi hukum Islam, khususnya terkait budaya

hukum, perilaku para pihak, dan'kesiapan struktur peradilan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat berguna baik secara

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian akademik mengenai implementasi teknologi

dalam sistem peradilan, khususnya dalam kerangka efektivitas



layanan e-Litigasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya
literatur sosiologi hukum Islam terkait budaya hukum, perilaku
masyarakat pencari keadilan, serta tingkat penerimaan teknologi
dalam konteks peradilan agama. Hasil temuan dari penelitian ini
juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji

pergeseran perilaku hukum akibat digitalisasi peradilan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan
Agama Bantul untuk memahami dinamika serta hambatan dalam
praktik e-Litigasi dan merumuskan strategi peningkatan layanan
pada tahun berikutnya. Penelitian ini juga dapat memberikan
masukan bagi Mahkamah Agung dalam penyempurnaan kebijakan
peradilan elektronik, khususnya pada aspek kesiapan budaya hukum
dan penerimaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga
dapat memberikan pemahaman bagi advokat, masyarakat pencari
Keadilan, dan pemangku kepentingan lain mengenai tantangan dan
peluang penggunaan, sidang elektronik pada tahap penyelesaian

perkara.

D. Telaah Pustaka

Artikel yang ditulis oleh Supriadi, M. Muhibbin, dan Suratman yang

berjudul “Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case



Settlement: Evidence from the Malang City Religions Court”. Artikel ini
membahas efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun
2022 mengenai administrasi perkara dan persidangan elektronik (e-Litigasi)
di Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil dari penelitian artikel ini
menunjukkan dampak positif berupa penyederhanaan proses, efisiensi

waktu, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi.

Persamaan terletak pada topik utama, yaitu kajian mengenai
implementasi sidang elektronik di lingkungan Peradilan Agama sebagai
upaya modernisasi peradilan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian saya
terletak pada lokasi penelitian dan fokus waktu yang lebih spesifik. Artikel
ini membandingkan dua periode, yaitu sebelum dan sesudah berlakunya
PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang,
sedangkan penelitian ini berfokus kepada dinamika praktik pemanfaatan e-

Litigasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024.°

Skripsi /yang ditulisi, oleh 'Muhammad * Fahim  Irsyadi yang
berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan
secara Elektronik melalui E-Court (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Palembang)”. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi sistem e-

Court di Pengadilan Agama Palembang. Hasil dari penelitian skripsi ini

8 M Muhibbin, “Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case
Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court,” Lex Publica, Vol. 12, No.
1 (2025), him.118-46.



menunjukkan efektivitas sistem ini masih terhambat oleh faktor internal
pengadilan berupa hardware dan jaringan yang belum merata, serta faktor
eksternal berupa masih rendahnya kesiapan dan literasi teknologi dari

sebagian masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Palembang.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek kajian utama,
yaitu implementasi sistem peradilan elektronik di lingkungan peradilan.
Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan konteks tahapan
implementasi. Penelitian skripsi ini lebih menyoroti kendala-kendala yang
bersifat mendasar dalam penerapan awal. Sebaliknya penelitian saya
berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik penyelesaian

perkara secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul .’

Skripsi yang ditulis oleh Mila Wati Nur Khasanah yang
berjudul ”Problematika Implementasi FE-Litigasi dalam Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021”. Penelitian ini
berfokus pada pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Sleman
pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hambatan utama e-
Litigasi berasal dari keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem
digital, tidak meratanya literasi teknologi para pihak, serta kualitas jaringan

internet yang kurang mendukung.

® Muhammad Fahim Irsyadi, "Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik Melalui E-Court (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Palembang),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).
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Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada
sidang elektronik, bukan hanya e-Court, menggunakan pendekatan yang
sama yaitu pendekatan empiris, dan mengidentifikasi problematika.
Perbedaan penelitian ini terletak pada konteks waktu dan fokus masalah,
pada peneliti terdahulu menggunakan data tahun 2021 dan berfokus pada
problem awal implementasi e-Litigasi, sedangkan penelitian saya
menggunakan data tahun 2024 dan berfokus pada problem lanjutan atau

generasi kedua implementasi.'”

Disertasi yang ditulis oleh Mukti Ali yang berjudul “Implementasi
dan Dampak e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama
Provinsi Riau”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan bagaimana
implementasi e-Court dan dampaknya terhadap efisiensi dan keadilan, serta
kelebihan dan kekurangannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi e-Court di Pengadilan Agama Riau telah berjalan efektif dan
menunjukkan _kemajuan signifikan, ditandai dengan pemanfaatan sistem

hingga mencapai 77,26% pada tahun 2024.

Persamaan pada penelitian.ini terletak pada /topik kajian mengenai
implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Agama sebagai instrumen
untuk meningkatkan efisiensi. Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang

lingkup dan ke dalaman analisis. Pada disertasi ini memiliki cakupan yang

19 Mila Wati Nur Khasanah, "Problematika Implementasi E-Litigasi Dalam
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2021," Skripsi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
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lebih luas dan memberikan analisis yang sangat mendalam terhadap dampak
terhadap keadilan, sedangkan penelitian saya merupakan studi kasus yang
lebih spesifik di Pengadilan Agama Bantul dengan berfokus pada analisis
sosiologi hukum Islam terhadap dinamika praktik penyelesaian perkara di

Pengadilan Agama Bantul.'!

. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisa untuk
menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan
utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas
terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam skripsi ini, penulis

menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya hukum
dalam masyarakat ditentukan. oleh tiga elemen utama, yaitu struktur
hukum (structure), substansi hukum (substance), dan budaya hukum
(legal culture). Struktur hukum menggambarkan lembaga, aparat, dan
mekanisme kerja institusi penegak hukum, misalnya seperti Mahkamah
Agung, peradilan tingkat pertama, dan aparat yang menjalankan proses

persidangan. Substansi hukum mencakup aturan, kebijakan, prosedur,

! Mukti Ali, "Implementasi Dan Dampak E-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga
Di Pengadilan Agama Provinsi Riau,” Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (2025).
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dan norma yang mengatur mekanisme yang berperkara. Dan budaya
hukum mencerminkan sikap, presepsi, nilai, kepercayaan, serta pola
perilaku masyarakat terhadap hukum. Friedman menegaskan bahwa
keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan
kelembagaan, tetapi juga ditentukan oleh penerimaan sosial dan
kesiapan budaya hukum masyarakat yang menjalankan maupun

menerima hukum.!?

Dalam konteks sistem peradilan elektronik, teori Friedman dapat
menjelaskan permasalahan hambatan praktik penyelesaian perkara
melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul. Struktur dan substansi
hukum telah tersedia melalui PERMA No. 1 tahun 2019 dan PERMA
No. 7 tahun 2022 yang memungkinkan persidangan dilakukan
sepenuhnya secara elektronik. Namun, budaya hukum sebagian dari
pengguna sistem, baik pencari keadilan maupun aparat belum selaras
dengan tuntutan digital. Dengan demikian, teori Friedman ini membantu
melihat dinamika serta hambatan dalam praktik e-Litigasi bukan sebagai

masalah-aturan, tetapi masalahresistensi;budaya hukum.!?

Melalui teori ini, penelitian dapat menilai bahwa transformasi digital

peradilan menuntut perubahan perilaku, pandangan, dan adaptasi

12 Lawrence M. Friedman, The legal system: A social science perspective (Russell
Sage Foundation, 1975).,hlm. 14-15.

13 Lawrence Meir Friedman dan Grant M. Hayden, American law: An introduction
(Oxford University Press, 2017). hlm. 6-7.
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budaya hukum, bukan hanya sekedar penyediaan infrastruktur teknologi.
Apabila budaya hukum tidak berubah, maka inovasi hukum terkait
peradilan secara elektronik tidak akan mencapai hasil maksimal. Maka
analisis terhadap dinamika serta hambatan dalam praktik e-Litigasi pada
tahun 2024 dapat diarahkan pada unsur legal culture, untuk memahami
bagaimana modernisasi hukum berbenturan dengan kebiasaan

persidangan yang bersifat konvensional.'*

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai alat
analisis untuk melihat bagaimana sistem peradilan elektronik berjalan
melalui unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Sementara itu, sosiologi hukum Islam digunakan sebagai sudut pandang
untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim memandang dan
merespons praktik e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul. Dengan
demikian, teori Friedman membantu memetakan sistemnya, sedangkan
sosiologi hukum Islam membantu membaca perilaku dan budaya hukum

masyarakat di dalam sistem tersebut.

2. Teor Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan
hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum

(substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana dan

14 Lawrence M. Friedman dan Harry N. Scheiber, “Legal Cultures and the Legal
Profession: Introduction,” dalam Legal Culture and the Legal Profession (Routledge,
2021).
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prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Menurut
Soekanto, hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan membuat aturan
saja, hukum dapat efektif apabila ketika aparat mampu menjalankan
aturan, sarana prasarana yang tersedia, dan masyarakat yang bersedia

menerima serta menjalankan norma hukum tersebut.!®

Faktor budaya hukum menjadi faktor yang penting, karena menurut
Soekanto bahwa budaya hukum dapat menjadi penghambat terbesar
implementasi hukum, karena masyarakat bisa menolak perubahan, atau
tidak percaya dengan mekanisme baru, atau tetap terikat dengan praktik
lama meskipun aturan telah diubah.!® Dalam konteks penelitian ini,
dinamika serta hambatan dalam praktik e-Litigasi pada tahun 2024 dapat
dilihat sebagai akibat dari ketidaksiapan budaya hukum pencari keadilan,
kurangnya kenyamanan digital, dan lebih memilih sidang tatap muka

meskipun pendaftar e-Court meningkat.

Teori ini dapat membantu mengurai faktor teknis dan nonteknis dari
dinamika praktik penyelesaian perkara melalui e-Litigasi di Pengadilan
Agama Bantul pada tahun2024,'” contoh persoalan teknis salah satunya
sarana prasarana, seperti persoalan jaringan internet, perangkat laptop,

dan sistem dari e-Court itu sendiri. Sedangkan contoh dari persoalan

15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 5-6.

16 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, “Sosiologi hukum dalam
masyarakat,” (No Title), 1980. hlm. 62-63.

17 Soerjono Soekanto, “Pokok-pokok sosiologi hukum,” Rajawali pers, 1989.
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nonteknis salah satunya dari sisi budaya hukum, seperti
ketidaknyamanan menggunakan zoom, keraguan terhadap validitas
persidangan elektronik. Dan juga teori bertujuan untuk mengidentifikasi

secara sistematis faktor-faktor penyebab hambatan tersebut.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai alat
analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
pelaksanaan e-Litigasi, seperti faktor hukum, aparat, sarana prasarana,
masyarakat, dan budaya hukum. Pendekatan sosiologi hukum Islam
digunakan untuk memahami faktor masyarakat dan budaya hukum.
Dengan demikian, teori Soerjono Soekanto membantu menjelaskan
faktor penghambat, sedangkan sosiologi hukum Islam menjelaskan latar

sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari
kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang
membentuk rumusan masalah dengan dibantu penelitian terdahulu,
selanjutnya penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk
suatu kesimpulan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki
rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang
bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan
administratif terkait pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan

Agama Bantul.'®

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dinamika
praktik penyelesaian perkara melalui e-Litigasi tidak dapat dijelaskan
hanya melalui angka statistik, tetapi harus diteliti dari alasan sosial,
persepsi, resistensi budaya hukum, serta pengalaman para pihak dan
aparat pengadilan dalam beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik.
Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika

pelaksanaan sidang elektronik sesuai yang terjadi di lapangan secara

faktual dan kontekstual.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian
yang bertujuan wuntuk "memberi gambaran secara ‘utuh mengenai
fenomena yang diteliti, kemudian menganalisisnya untuk menemukan
pola, hubungan, atau makna yang mendasari fenomena tersebut. Dalam
konteks penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk
menjelaskan kondisi faktual terkait praktik pemanfaatan e-Litigasi di

Pengadilan Agama Bantul, menguraikan berbagai kendala yang muncul,

18 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum,” Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003.
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serta menganalisis sejauh mana pelaksanaannya mampu mewujudkan
efisiensi peradilan. Penulis memilih sifat penelitian ini karena
permasalahan yang diteliti tidak hanya membutuhkan pemaparan data
lapangan, tetapi juga membutuhkan penafsiran yang mendalam untuk
memahami faktor penyebab, dampak, dan solusi dari dinamika praktik

pemanfaatan e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul.

. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam
untuk menelaah penelitian ini. Pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu
pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang
dipengaruhi nilai, budaya, dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini
bertujuan untuk memahami dinamika praktik penyelesaian perkara
melalui e-Litigasi bukan hanya dari aspek normatif, melainkan interaksi
sosial para pihak, aparat pengadilan, dan budaya hukum pengguna
layanan peradilan. Dengan pendekatan ini; penelitian difokuskan untuk
mengidentifikasi pola penerimaan, resistensi, persepsi, dan kebiasaan
masyarakat serta aparatur sebagai faktor sosial yang mempengaruhi
implementasi sidang elektronik pada tahun 2024 di Pengadilan Agama

Bantul.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :
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a. Sumber Data Primer
Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui
teknik wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan
layanan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul.
Informan dalam penelitian ini meliputi hakim dan panitera. Data
primer ini digunakan untuk menggali informasi mengenai
pengalaman, persepsi, kendala, serta faktor-faktor dalam praktik

penyelesaian perkara melalui e-Litigasi pada tahun 2024,

b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur
yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi
data statistik perkara Pengadilan Agama Bantul tahun 2024, Laporan
Tahunan Pengadilan, arsip perkara, serta dokumen kebijakan
internal terkait pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi. Selain itu,
sumber  data sekunder juga berasal  dari_peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang
berkaitan dengan peradilan elektronik sosiolegi hukum Islam, dan

budaya hukum masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses
penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang

ada akan terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah
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penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data pada
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh

Miles dan Huberman'®, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi,
pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari
wawancara dan observasi. Tidak semua informasi yang ditemukan
di lapangan dapat digunakan, sehingga peneliti memilih data yang
paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu problematika
implementasi sidang elektronik serta kaitannya dengan efisiensi

peradilan di Pengadilan Agama Bantul.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun data-data yang telah
direduksi ke dalam . bentuk narasi yang sistematis sehingga pola
hubungan, dan kecenderungan tertentu' dapat terlihat jelas. Data
yang disajikan ‘dalam bentuk /deskripsi|ini /memudahkan peneliti
untuk memahami bagaimana implementasi sidang elektronik di
lapangan, termasuk bagaimana para pihak merespons sistem

tersebut dan apa saja kendala yang ditemukan dalam prosesnya.

19 Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah, “Kajian teoritis tentang teknik
analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,”
Journal of Management, Accounting, and Administration, vol. 1, no. 2 (2024), him.77-
84.
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c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses
menemukan makna, pola, dan temuan yang bersifat substantif dari
seluruh data yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti
mengidentifikasi problematika utama yang muncul dalam
implementasi sidang elektronik dan menganalisis sejauh mana
hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi peradilan.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan kedua
teori yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjelaskan
hubungan antara fenomena sosial, hambatan teknis, dan resistensi

budaya hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan

rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ditempatkan sebagai
bab awal karena berfungsi sebagai fondasi penelitian yang menjelaskan
alasan akademik dan empiris mengapa penelitian ini penting untuk
dilakukan. Urgensi bab ini terletak pada kemampuannya mengarahkan

fokus penelitian, membatasi ruang lingkup kajian, serta memberikan
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gambaran awal mengenai dinamika dalam praktik penyelesaian perkara

melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024.

Bab Kedua, membahas gambaran tentang e-Court dan e-Litigasi.
Bab ini terbagi menjadi dua subbab. Sub bab pertama membahas konsep e-
Court, meliputi pengertian, dasar hukum, fitur layanan, serta
implementasinya di lingkungan Peradilan Agama. Subbab kedua
menjelaskan e-Litigasi, mencakup prosesur sidang elektronik, dasar hukum,
tahapan pelaksanaan sidang elektronik, serta standar operasional yang
berlaku. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan
normatif sebelum masuk ke pembahasan empiris. Urgensi bab ini adalah
untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang utuh
mengenai sistem peradilan elektronik, schingga analisis pada bab

selanjutnya tidak terlepas dari kerangka hukum dan prosedural yang berlaku.

Bab Ketiga, membahas gambaran tentang pelaksanaan e-Court dan
e-Litigasi. di Pengadilan 'Agama’ Bantul. Bab’ini menguraikan kondisi
faktual pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul,
termasuk data penerimaan perkara /tahun'. 2024, ;jumlah perkara yang
menggunakan layanan e-Court dan e-Litigasi, infrastruktur pendukung,
serta kebijakan internal yang diterapkan. Bab ini juga memaparkan kendala
lapangan yang dihadapi petugas, advokat, dan para pihak selama proses
digitalisasi peradilan berlangsung. Bab ini ditempatkan sebelum analisis
karena berfungsi sebagai jembatan antara teori dan realitas lapangan.

Urgensi bab ini terletak pada penyediaan konteks empiris yang menjadi
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dasar untuk memahami secara objektif praktik penyelesaian perkara melalui

e-Litigasi.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap dinamika praktik
penyelesaian perkara melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul. Bab
ini menyajikan data empiris mengenai pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi
di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024, termasuk data statistik perkara,
perbandingan jumlah pendaftaran melalui e-Court dengan perkara yang
diselesaikan melalui e-Litigasi, serta temuan lapangan mengenai hambatan
teknis maupun nonteknis. Bab ini juga menyajikan hasil wawancara dengan
hakim, panitera, dan analisis sosiologi hukum Islam dengan menggunakan
dua teori dalam penelitian ini. Urgensi bab ini terletak pada upaya
menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan mendalam,
khususnya dalam menjelaskan hubungan antara struktur peradilan, regulasi,
budaya hukum, dan perilaku para pencari keadilan dalam konteks

digitalisasi peradilan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan
yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil analisis
pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran dan rekomendasi
yang relevan bagi Pengadilan Agama Bantul, Mahkamah Agung, dan
peneliti selanjutnya untuk memperbaiki penerapan sistem sidang elektronik
di masa mendatang. Urgensi bab ini adalah merangkum temuan utama
penelitian sekaligus memberikan kontribusi praktis dan akademik guna

perbaikan implementasi e-Litigasi di masa mendatang.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tinjauan

sosiologi hukum Islam terhadap hambatan praktik penyelesaian perkara

melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Praktik penyelesaian perkara melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama
Bantul pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan
dari tahun sebelumnya, namun terdapat dinamika berupa kesenjangan
jumlah perkara antara tahap administrasi (e-Court) dan tahap
persidangan elektronik (e-Litigasi). Dinamika ini terjadi karena pada
awal, tahun 2024 pelaksanaan e¢-Litigasi. masih berada dalam tahap
penyesuaian kebijakan secara hybrid pasca terbitnya Surat Dirjen
Badilag. Nomor. 1720/DJA/TI.1.3.1/VIl/2024. /Hal ini menegaskan
bahwa keberhasilan digitalisasi pada tahap awal (administratif) belum
sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan pada tahap pelaksanaan

persidangan secara utuh.

Faktor penyebab timbulnya hambatan dalam praktik penyelesaian

perkara melalui e-Litigasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh kendala
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sistem, seperti faktor teknis (server dan jaringan) maupun faktor
administratif (pemanggilan pihak). Lebih dari itu, hambatan praktik di
lapangan sangat didominasi oleh faktor nonteknis, seperti minimnya
kesiapan sumber daya manusia akibat rendahnya literasi digital yang
menuntut pendampingan intensif, serta kuatnya faktor budaya hukum
dari para pihak yang lebih nyaman menggunakan persidangan
konvensional. Dengan demikian, dinamika praktik penyelesaian perkara
ini lebih mencerminkan persoalan pada tingkat implementasi dan
adaptasi sosial oleh para penggunanya, bukan sekadar masalah kesiapan

infrastruktur teknologi atau regulasi semata.

. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dinamika hambatan praktik e-
Litigasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (legal
culture) yang belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital
peradilan. Masyarakat pencari keadilan masih memandang persidangan
konvensional (tatap. muka). sebagai, sebuah_ proses yang lebih sah,
meyakinkan, dan mampu mencerminkan nilai keadilan (‘adalah) secara
langsung.“Hal-ini menunjukkan bahwa pembaruan sistem peradilan
menuju digitalisasi, meskipun merupakan bentuk kemudahan (taysir),
belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi bagian dari kebiasaan (‘urf)
dan nilai-nilai sosiologis masyarakat Muslim di Bantul dalam mencari

kepuasan batin saat menyelesaikan sengketa keluarga.
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B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan e-Litigasi

di Pengadilan Agama Bantul yang telah diuraikan dalam pembahasan

skripsi ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1.

Kepada Pengadilan Agama Bantul, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan sistem e-Court, khususnya
pada tahap persidangan elektronik (e-Litigasi). perlu adanya upaya
peningkatan konsistensi penggunaan e-Litigasi agar perkara yang telah
didaftarkan secara elektronik dapat dilanjutkan hingga tahap
persidangan elektronik. Selain itu, pengadilan juga perlu memperkuat
pendampingan kepada para pihak serta meningkatkan efektivitas proses
administratif, seperti pemanggilan, agar tidak menjadi hambatan dalam

keberlanjutan perkara menuju e-Litigasi.

Bagi Mahkamah Agung, hasil penelitian ini dapat dijadikan
pertimbangan. dalam. menyempurnakan. kebijakan, terkait e-Litigasi,
khususnya = memperjelas ~ mekanisme = pelaksanaan  persidangan
elektronik. Selain itu, diperlukan penguatan sistem dan infrastruktur
teknologi agar pelaksanaan e-Litigasi dapat berjalan lebih stabil dan

tidak terhambat oleh kendala teknis yang terjadi di lapangan.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam
pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan

digitalisasi peradilan dan sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian
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ini juga dapat menjadi bahan diskusi lanjutan mengenai hubungan antara
sistem hukum modern berbasis teknologi dengan budaya hukum
masyarakat, khususnya dalam konteks penerimaan terhadap e-Litigasi

di lingkungan peradilan agama.

. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman mengenai mekanisme persidangan elektronik (e-Litigasi)
serta manfaatnya dalam mendukung pproses peradilan yang lebih efektif
dan efisien. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan
masyarakat dapat lebih terbuka dan adaptif terhadap penggunaan sistem

peradilan elektronik sebagai bagian perkembangan hukum di era digital.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan
pada ruang dan lingkup lokasi dan pendekatan yang digunakan. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih
dalam mengenai efektivitas e-Litigasi dengan pendekatan yang lebih
luas; baik secara perbandingan antar pengadilan maupun dengan metode
yang batu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif'terkait implementasi peradilan’elektronik di Indonesia.
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